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Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan suatu dampak yang cukup 
signifikan di bidang hukum acara pidana. Oleh karena itu, pengertian yang 
limitative didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana dapat menjadi sempit, dikarenakan banyaknya terobosan-terobosan baru 
dibidang ilmu teknologi dan informasi seperti handphone, fax, video, internet, dan 
sebagainya. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perluasan-perluasan arti 
alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik 
merupakan “perluasan” dari pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah dan sifat dari alat 
bukti adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.  
 




Development of science gives a significant impact in the field of criminal 
law. Therefore, understanding of limitative in Law No. 8 of 1981 on the Criminal 
Procedure Law may be narrow, because many new breakthroughs in the field of 
science and information technology, mobile phones, fax, video, internet, etc. 
Accordingly, the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic 
Transactions give meaning extensions valid evidence under the applicable 
procedural law in Indonesia. This study was conducted to determine the use of 
Information and Electronic  
Based on the research result shows that the evidence is Information and Electronic 
Transactions "extension" of Article 184 of Law No. 8 of 1981 on the Criminal 
Procedure Law on valid evidence and the nature of the evidence is limitedly or 
limited to a specified course.  
 
Key word : Proving of Information and Transactions Electronic Evidence 
 
1. PENDAHULUAN 
Tugas utama hukum acara pidana yang khas, particular adalah mencari 
kebenaran hukum dengan menetapkan ke dalam satu putusan hakim.Putusan 
secara kumulatif harus sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan perlindungan 
yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya 
2 
 
perbuatan pidana.Oleh sebab itu, kebenaran yang hendak diputuskan bukanlah 
sekedar benar, tetapi benar yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai 
kepastian perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM).
1
 
Perkara pidana ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa 
pidana atau kejahatan yang dilakukan, sehingga pemeriksaan suatu perkara 
pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk 
mencari kebenaran materiil (materiilewaarheid) terhadap perkara tersebut. Hal 
ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilalukan oleh aparat penegak 
hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap 
suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan 
penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.
2
 
Pembuktian merupakan tahap paling menetukan dalam proses 
persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan 
terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Pembuktian tentang benar atau 
tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian 
yang terpenting dalam hukum acara pidana.
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Menurut J. M. Van Bemmelen dalam bukunya Leerboek van her 
Nederlandse Straf Frocesrecht, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara 
pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran,  pengambilan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaan daripada putusan.
4
 Berdasarkan ketiga fungsi tersebut 
yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari 
kedua fungsi berikutnya, kemudian setelah menemukan kebenaran yang 
diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada 
putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh 
jaksa. 
                                                          
1
Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Bogor: Ghalia 
Indonesia, hal 234. 
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 Mohammad Taufik Makarao, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bogor: 
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Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah 
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
disasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya.
5
 Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, 
penulis menentukan terlebih dahulu menenai metode yang hendak dipakai. 
Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun 
penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskriptif. 
Spesifikasi penelitian ini adalah Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin 
hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang 
seyogyanya.  
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian 
yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik 
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 
pejabat yang berwenang.Data kemudian dianalisis menggunakan metode 
analisis normatif kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini 
memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan 
cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, 





                                                          
5
 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, hal 1. 
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Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,  2010,  Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: PT.Grafindo 
Media Pratama,  hal 98. 
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3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Putusan Nomor :62/ 
Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. Dapat Secara Sah Jika Dikaitkan dengan Pasal 184 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
Hasil penelitian hukum ini didasarkan pada kasus Nomor: 62/ 
Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 
memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang 
diperiksa dengan Acara Biasa. Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa 
melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 15 
Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Minimarket Alfamart 
Caruban yang terletak di Jalan P. Sudirman No. 179, Kelurahan Pandean, 
Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. 
Terdakwa mengambil barang belanjaan, yaitu berupa 1 (satu) buah 
makanan ringan Taro, 1 (satu) buah pak permen karet dan 3 (tiga) pieces susu 
kental manis Indomilk 42 g, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang 
belanja, dan kemudian tanpa sepengetahuan maupun tanpa ijin terlebih dahulu 
minimarket Alfamart, terdakwa telah memasukkan barang berupa 2 (dua) 
pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua belas) saset kedalam 
kantong celana baby dol warna merah di sebelah kanan. Setelah terdakwa 
memasukkan 2 (dua) pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua 
belas) saset ke dalam kantong celana, kemudian terdakwa pergi ke kasir hanya 
membayar 1 (satu) buah makanan ringan Taro, 1 (satu) buah pak permen karet 
dan 3 (tiga) gram isi 12 (dua belas) saset tidak terdakwa bayar.  
Setelah dari kasir dan keluar dari Mini Market terdakwa kemudian 
dihentikan oleh saksi, selanjutnya terdakwa diminta mengeluarkan barang 
berupa 2 (dua) pieces susu kental manis Indomilk 42 gram isi 12 (dua belas) 
saset yang berada didalam kantong celana yang dipakainya, karena sebelumnya 
perbuatan terdakwa telah terekam kamera CCTV dan diketahui oleh saksi. 
Akibat perbuatan terdakwa Minimarket Alfamart mengalami kerugian dengan 
total kurang lebih sebesar Rp. 51.400,- (lima puluh satu empat ratus rupiah) 
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atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- , selanjutnya terdakwa dilaporkan ke 
Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut. 
Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang saksi yaitu: Saksi SPR, 
Angga Tri Andriana Putra dan Yusuf Andi Dirgantara yang merupakan 
karyawan toko Alfamart dan saksi Ade Charge yang merupakan suami 
terdakwa dan telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan bahwa 
ketiga saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi 
sebagaimana dijelaskan di atas adalah terdakwa yang pada saat ini duduk di 
muka sidang dan saksi Ade Charge membenarkan bahwa terdakwa dalam 
persidangan tersebut adalah istrinya. 
Pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah pada hukum pidana 
Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 
KUHAP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti 
elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk.  
Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk 
melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik 
sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti 
yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan 
oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka bukti 
elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di 
persidangan. 
Hasil rekaman video tindak kejahatan tidak dapat dijadikan sebagai alat 
bukti di dalam peradilan umum, karena dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP telah 
diatur alat bukti secara secara limitatif, sehingga hasil rekaman video hanya 
dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk melengkapi alat bukti lain 
yang tidak dapat berdiri sendiri, yang dipakai hakim sebagai alat bukti 
petunjuk. Terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian 
seorang hakim dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau 
tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan 
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dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum 
(JPU). 
Dalam penilaian mengenai keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan 
dalam persidangan, hakim mengacu pada keterangan ahli untuk 
mempertimbangkan dan menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut. Ahli 
sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 
untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, 
memberikan pendapatnya kepada hakim mengenai sah atau tidaknya alat bukti 
yang dihadirkan ke persidangan tersebut. Ketika ahli menyatakan bahwa alat 
bukti tersebut adalah sah, maka hakim dapat mengakui bahwa alat bukti 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (“UU ITE”)memberikan penegasan bahwa Informasi 
Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti 
hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima 
sebagai alat bukti hukum yang sah harus memenuhi persyaratan formil dan 
persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Setidak-tidaknya 
diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain 
originalitas dan integritas alat bukti elektronik.  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka sesungguhnya rekaman CCTV 
dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa. Alat bukti CCTV tersebut harus didukung dengan 
keterangan saksi dan tersangka bahwa bukti rekaman tersebut benar dan 
dinyatakan di muka persidangan. 
Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan keterangan para 
saksi dan terdakwa telah menerangkan dan membenarkan telah mengambil 
barang di toko Alfamart tanpa ijin pada tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 
13.00 WIB di Alfamart di Jalan Panglima Sudirman No. 179 turut Kelurahan 




Kekuatan Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Pencurian 
dalam Putusan Nomor :62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn 
Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
didasarkan pada Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan 
dengan perkara ini. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai 
alasan untuk mengambil putusan juga melakukan upaya penemuan hukum. Hal 
ini dimaksudkan untuk menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa 
hukum konkrit suatu peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan 
mengingat peristiwa konkrit (das sein). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap suatu perkara majelis hakim berkewajiban untuk merumuskan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya di mana nantinya pertimbangan hukum 
tersebut akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau 
penjatuhan putusan perkara tersebut. Sebagaimana tertuang dalam putusan 
pada Perkara Nomor: 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. bahwa hakim telah 
memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dijadikan pedoman 
dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara tindak pidana pencurian sebagai 
berikut: (1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian terus menerus sebagai perbuatan 
yang dilanjutkan”. (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari. (3) Menetapkan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. (4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. (5) 
Menetapkan barang bukti berupa: (i)2 (dua) pieces susu kental manis 42 gram 
isi 12 (dua belas) saset. (ii) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap lang 120 ml. 
(iii) 1 (satu) buah flash disk merk Kingston 4 GB berisi Copy rekaman CCTV. 
Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni pihak toko Alfamart melalui saksi 
Yusuf Andi Dirgantara. Dan 1 (satu) setel baju babydol warna merah motif 
kembang warna putih , dirampas untuk dimusnahkan. (6) Membebankan biaya 
perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu Rupiah). 
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Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan 
Perkara Nomor: 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. majelis hakim telah memutuskan perkara 
dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku dan diperkuat dengan saksi-
saksi yang telah diajukan di muka sidang dan diperkuat dengan alat bukti berupa 
rekaman CCTV. Keputusan hakim juga didasarkan pada pengakuan dari terdakwa, 
dan benar bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya di muka sidang dengan 
melihat rekaman CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan tersebut. 
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.Pembuktian 
adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-




Hasil penelitian yang dilakukan yang salah satu alat bukti pendukung 
yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan 
menggunakan kemera CCTV. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap 
tindak pidana pencurian dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti 
yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran 
yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang di mana 
keterangan saksi dengan begitu jelas melihat terdakwa melakukan perbuatan 
tindak pidana. 
Alat bukti rekaman CCTV dalam tindak pidana pencurian dapat 
dijadikan sebagai alat untuk membuktikan seseorang di pengadilan. Rekaman 
CCTV terdiri dari ;Detterance / Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali 
mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Monitoring / 
Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di 
rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada.Intensify / Peningkatan 
kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan 
secara signifikan.  
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Kedudukan rekaman CCTV dalam suatu proses persidangan pada tahap 
pembuktian tindak pidana pencurian sebagai salah satu alat bukti mempunyai 
kedudukan penting dalam mengungkap kejadian yang terjadi sebetulnya pada 
lokasi kejadian perkara. Berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan oleh 
Pengadilan, hasil rekaman CCTV tersebut mempunyai peranan penting untuk 
mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata, dan diakui kebenarannya oleh 
tersangka dan saksi lainnya.Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa disamping 
alat bukti rekaman CCTV, alat bukti lainnya memegang peranan penting dalam 
menyelesaikan suatu perkara pidana. 
Berdasarkan penjelasan dari saksi, alat bukti berupa rekaman CCTV atas 
tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku, dan barang bukti sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas, maka sudah selayaknya hakim menjatuhkan hukuman 
sebagaimana yang tertera dalam Tindak Pidana Pencurian pada Perkara 
Nomor: 62/ Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindakpidana 
Pencurian dengan menggunakan CCTV 
Kendala yang dihadapi adalah data dalam CCTV harus dalam Keadaan 
"Status Quo", yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang 
sebelumnya, dengan kata lain masih dalam keadaan asli (orisinil). CCTV tidak 
lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi 
penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala yang menjadi 
masalah berdasarkan hasil peneltian adalah hasil rekaman CCTV telah 
mengalami editing. 
Menurut peneliti, "status quo" digunakan dalam pemenuhan unsur alat 
bukti petunjuk yang kedua mengenai harus adanya kesesuaian antara masing-
masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain atau keadaan 
dengan tindak pidana yang didakwakan. Data hasil rekaman CCTV harus 
dalam keadaan seperti aslinya guna dapat dilihat bahwa perbuatan tindak 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 
Pertama, keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam KUHAP. 
Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim sebagai aparat 
penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu perkara diharapkan mampu melakukan interpretasi hukum mengenai 
bukti elektronik dengan melakukan penemuan hukum. Dalam interpretasi 
hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan 
generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah 
status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang 
merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Dalam 
penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, hakim mengakui bukti 
elekteronik sebagai barang bukti yang digunakan untuk mendukung dan 
menguatkan keberadaan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 
Kedua, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat 
bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat 
dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan 
menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum 
sebagai alat bukti. Dalam kasus yang diteliti penulis, bukti elektronik 
diinterpretasikan sebagai barang bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat 
bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti 
elektronik tersebut.Agar bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang 
sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang mendukung. 
Ketiga, rekaman video sebagai alat bukti petunjuk membawa 
kosekuensi hukum, yaitu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri 
sendiri, dan harus bersesuaian dengan alat bukti lain, yang penilaianya 
diserahkan kepada hakim. 
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Keempat, dalam putusan hakim pada kasus Nomor: 62/ 
Pid.B/2013/PN.Kb.Mn. tesebut tiga saksi menyatakan bahwa ia melihat 
sendiri terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bahkan saksi 
menangkap sendiri terdakwa yang dalam persidangan diperkuat dengan 
rekaman CCTV, keterangan saksi dapat diterima karena hakim telah 
mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas 
keterangan saksi. Dalam menjatuhkan putusan pidana yang pembuktianya 
diperkuat oleh rekaman tindak pidana (rekaman CCTV). 
4.2Saran 
Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka 
penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
Pertama, dengan belum adanya undang-undang yang mengatur bukti 
elektronik pada hukum pidana Indonesia, penulis menyarankan agar aparat 
penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum dan polisi memiliki 
kemampuan, keberanian untuk melakukan penemuan hukum agar bukti 
elektronik dapat menjadi barang bukti atau alat bukti demi mengisi 
kekosongan hukum mengenai keberadaan bukti elektronik. 
Kedua, dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai 
kekuatan bukti elektronik, penulis menyarankan agar hakim selaku aparat 
penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara dapat melakukan penemuan hukum secara adil dan obyektif 
mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Penulis juga 
menyarankan agar RUU KUHAP yang telah memuat ketentuan bukti 
elektronik segera disahkan untuk mengakui keberadaan bukti elektronik pada 
perkara pidana umum. 
4.3. Persantunan 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada terutama kedua orang tua 
penulis, terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan pengorbanannya 
selama ini kepada ananda. Tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang 
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